WALIKOTA JAYAPURA

PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA

NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2023

Menimbang

Mengingat

a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015, Kepala Daerah mengajukan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota berupa Laporan Keuangan yang telah
diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat
6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Daerah Kota Jayapura tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Jayapura Tahun Anggaran 2023;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Irian Barat dan
Kabupaten-Kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2507);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3533);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400);



10.

Ll

12.

13.
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4674);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);



14.

15.

15,

17.

18.

19,

20.
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Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun
2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 (Tambahan
Lembaran Negara Republik Nomor 5864);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan
Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun
2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan
Kematian Bagi Pegawai Aparat Sipil Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212,
Tambahan lembaran Negara republic Indonesua
Nomor 6176);



21.

22

23.

22,

29,

24.

25.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Reapublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,
Penganggaran Dan Pertanggungjawaban Penggunaan
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah  Serta Tata Cara
Pengembalian Tunjangan Komunkasi Intensif Dan Dana
Operasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 547);



26,
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28.

29.

30.

31.

.

33.

34.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);

Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang pedoman teknis pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889
Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan
Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 8 Tahun 2018
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 9 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah,;
Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 21 Tahun 2022
tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Jayapura Tahun Anggaran 2023
(Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 191);

Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 13 Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Derah
Perubahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah
Kota Jayapura Tahun 2023 Nomor 204);

Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 32 Tahun 2023
tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2024,
Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 065-9
Tahun 2024 tentang Evaluasi Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Jayapura Tahun Anggaran 2023;



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA
dan
WALIKOTA JAYAPURA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA TENTANG

(1)

(2)

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023.

Pasal 1
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan

memuat :

a. Laporan realisasi anggaran;

b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih,;
c. Laporan operasional,

d. Laporan perubahan ekuitas;

e. Neraca;

f. Laporan aruskas; dan

g. Catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri
dengan  ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik

daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf a Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

a. Pendapatan Rp. 1.544.451.174.301,19
b. Belanja dan transfer Rp. 1.599.224.840.510,89
Surplus Rp. (54.773.666.209,70)




c. Pembiayaan

~ Penerimaan Rp. 186.429.925.484,70

~ Pengeluaran Rp. 29.431.281.399.00

Pembiayaan Neto Rp. 156.998.644.085,70
Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

Selisih  Anggaran dengan  realisasi pendapatan  sejumlah
Rp(765.696.410,81)dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah Rp. 1.545.216.870.712,00
perubahan

b. Realisasi Rp. 1.544.451.174.301,19

Selisih kurang Rp. 765.696.410,81

Selisih Anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah
Rp(102.965.734.487,81) dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 1.702.190.574.998,70

b. Realisasi Rp. 1.599.224.840.510,89
Selisih kurang Rp. 102.965.734.487,81
Selisih anggaran dengan realisasi surplus sejumlah

Rp(102.200.038.077,00) dengan rincian sebagai berikut :
a. Surplus/defisit setelah perubahan Rp. (156.973.704.286,70)
b. Realisasi Rp. (54.773.666.209,70)

Selisih(kurang) Rp. (102.200.038.077,00)

Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah

Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran penerimaan pembiayaan Rp. 186.404.985.685,70
setelah perubahan

b. Realisasi Rp. 186.404.985.685,70

Selisih Rp. 0,00



(5)

(6)

Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah

Rp.(24.939.799,00) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan Rp. 29.431.281.399,00
setelah perubahan

b. Realisasi Rp. 29.431.281.399,00

Selisih Rp. 0,00

Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah
Rp.(24.939.799,00) dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran pembiayaan neto setelah Rp. 156.973.704.286,70

perubahan
b. Realisasi Rp. 156.998.644.085,70
Selisih lebih Rp. (24.939.799,00)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember
2023 sebagai berikut :

a.
1Bz

C.

Saldo anggaran lebih awal Rp. 186.404.985.685,70

Sisa lebih /kurang pembiyaan anggaran Rp. 102.224.977.876,00

Saldo anggaran lebih akhir Rp. 102.224.977.876,00
Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31
Desember tahun 2023 sebagai berikut :

a.
b.

C.

Jumlah Pendapatan-LO Rp. 1.722.240.914.981,54
Jumlah Beban Rp. 1.551.860.158.860,17
Surplus/Defisit Kegiatan Operasional Rp. 1'70.380.756.121,37
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Rp. (64.195.615,00)
Non Operasional

Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Rp. 170.316.560.506,37
Biasa

Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa Rp. (6.984.601.000,00)

Surplus/Defisit — LO Rp. 163.331.959.506,37
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Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d

per 31 Desember tahun 2023 sebagai berikut :

a.
b.

C.

Ekuitas awal

Surplus/Defist LO

Dampak Kumulatif Perubahan
Kebijakan /Kesalahan Mendasar

Ekuitas Akhir

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1
tahun 2023 sebagai berikut :

a.
b.

C.

Jumlah aset
Jumlah kewajiban

Jumlah ekuitas

Pasal 8

Rp. 3.112.742.814.081,44
Rp. 163.331.959.506,37
Rp.

66.182.028.909,03

Rp. 3.342.256.802.496,84

huruf e per 31 Desember

Rp. 3.347.327.580.950,84
Rp. 5.070.778.454,00
Rp. 3.342.256.802.496,84

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk

tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut :

a.

o

- 0 a0

Saldo kas awal per 1 Januari 2023

Arus kas bersih dari aktivitas operasi
Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan
Arus kas bersih dari aktivitas investasi
Arus kas bersih dari aktivitas transitoris
Saldo kas akhir per 31 Desember tahun
2023

Pasal 9

Rp. 186.404.985.685,70
Rp. 79.896.721.258,19

Rp. 0,00
Rp. (164.101.668.866,89)
Rp.  (3.703.768.340,00)

Rp. 102.228.909.419,00

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g

Tahun Anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun

kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
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Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal
1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
1. Lampiran | : Lampiran Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas :

Lampiran 1.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan
pemerintahan daerah dan organisasi;

Lampiran 1.2 . Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok
dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Lampiran 1.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan
jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

Lampiran 1.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan

daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;

2. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;

3. Lampiran III : Laporan operasional,;

4. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;

S. Lampiran V . Neraca;

6. Lampiran VI : Laporan arus kas;

7. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;

8. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah,;

9. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;

10. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;

11. Lampiran XI . Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;

12. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan
aset tetap daerah;

13. Lampiran XIII  : Daftar rekapitulasi aset tetap;

14. Lampiran XIV  : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;

15. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;

16. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;

17. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;

18. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;

19. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai
akhir tahun anggaran 2022 dan dianggarkan kembali dalam
tahun anggaran berikutnya,

20. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik
Daerah/Perusahaan Derah terdiri atas;

Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik

Daerah /Perusahaan Daerah
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Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan
Usaha Milik Daerah /Perusahaan Daerah

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2)
adalah ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan

daerah tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini.
Pasal 12

Walikota menetapkan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota

Jayapura.

Ditetapkan di Jayapura

Pada tanggal 19 Agustus 2024

PENJABAT WALIKOTA JAYAPURA,
TTD

L. CHRISTIAN SOHILAIT

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 19 Agustus 2024

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,
TTD
Dr. FRANS PEKEY, M. Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. NIP.19670616 199403 1 015

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2024 NOMOR 250
NOMOR REGISTER : 01/2024
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